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ABSTRAK 
Jurnal Penelitian ini mengkaji putusan majelis hakim tingkat kasasi nomor 
636K/Pid.Sus/2020 tanggal 4 Mei 2020. Salah satu putusannya adalah majelis hakim 
menolak permohonan kasasi dari terdakwa terhadap putusan majelis hakim pada 
tingkat sebelumnya (Pengadilan Tinggi Makassar), yaitu membatalkan putusan dari 
Pengadian Negeri Mamuju yang menyatakan dakwaan dari penuntut umum melekat 
asas Ne Bis In Idem. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar 
terhadap penuntutan tidak dapat diterima (Ne Bis In Idem) pada perkara tindak 
pidana narkotika dalam perspektif pidana pencucian uang (TPPU). Metode penelitian 
yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus berupa putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi 
Makassar terhadap penuntutan tidak dapat diterima (Ne Bis In Idem) pada perkara 
tindak pidana narkotika dalam perspektif tindak pidana pencucian uang (TPPU) 
dalam kasus ini adalah bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara terdahulu (tindak 
pidana narkotika) dengan perbuatan terdakwa dalam perkara ini (pencucian uang 
yaitu mentransfer sejumlah uang hasil penjualan sabu) adalah tidak sama karena 
masing-masing bisa berdiri sendiri yang dalam ajaran Concursus termasuk 
Concursus realis sehingga tidak melekat asas Ne Bis In Idem. Oleh karena itu 
putusan Pengadilan Negeri Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Mamuju tanggal 1 Agustus 
2019 yang dibatalkan dan kemudian diadili sendiri oleh Pengadilan Tinggi Makassar 
adalah sudah tepat. 




This research journal examines the decision of the panel of judges at the cassation 




panel of judges rejected the appeal from the defendant against the decision of the 
panel of judges at the previous level (Makassar High Court), namely canceling the 
decision from The Mamuju District Court stated that the charges from the Public 
Prosecutor adhered to the Ne Bis In Idem principle. The purpose of this study is to 
find out and analyze the legal considerations used by the Makassar High Court 
Judges against unacceptable prosecution (Ne Bis In Idem) in narcotics crime cases 
in the perspective of money laundering (TPPU). The research method used is 
normative juridical with a case approach in the form of court decisions that have 
permanent legal force. Based on this research, it can be concluded that the legal 
considerations of the Makassar High Court Panel of Judges against the prosecution 
cannot be accepted (Ne Bis In Idem) in the narcotics crime case in the perspective of 
money laundering (TPPU) in this case is that the defendant's actions in the previous 
case (Narcotics crime) and the defendant's actions in this case (money laundering, 
namely transferring a sum of money from the sale of methamphetamine) are not the 
same because each of them can stand alone, which in the teachings of Concursus 
includes Concursus realist so it does not adhere to the Ne Bis In Idem principle. 
Therefore, the decision of the District Court Number 12/Pid.Sus/2019/PN Mamuju 
dated August 1, 2019 which was annulled and then tried by the Makassar High 
Court was correct. 
Keyword : Legal considerations, Ne Bis In Idem, Narcotics crime, Money 
laundering. 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Tulisan ini meneliti mengenai kasus TPPU yang dilakukan oleh Andi 
Arhan R, Ap alias Aan bin Abd. Rahim (terdakwa) yang telah diputus 
berkekuatan hukum tetap (inkracht) oleh Mahkamah Agung pada tanggal 4 Mei 
2020 dengan putusan Nomor: 636/K/Pid.Sus/2020. Dalam kasus ini, pada 
awalnya di Pengadilan Negeri Mamuju, penuntut umum mengajukan tuntutan 
pidana terhadap terdakwa, dimana salah satunya yaitu menyatakan terdakwa 
bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang Jo. Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang. 
Penasehat hukum terdakwa melakukan upaya pembelaan yang pada 
pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana 
sehingga terdakwa harus dibebaskan dan juga menyatakan bahwa perkara 
terdakwa Ne Bis In Idem. Hal ini berdasarkan karena terdakwa telah diputus 
bersalah oleh Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 42/Pid.sus/2017/PN.Mam 
pada tanggal 5 Juni 2017 dalam tindak pidana narkotika yang sudah berkekuatan 
hukum tetap, sehingga terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. 
Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Mamuju melalui putusan nomor 
12/Pid.Sus/2019/PN.Mam memutuskan bahwa surat dakwaan penuntut umum 
Ne Bis In Idem, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, dan 
membebankan biaya perkara kepada negara. Tidak merasa puas dengan putusan 




dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar. Dalam putusannya 
majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar membuat putusan yang berbeda 
dengan putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama dan mengeluarkan putusan 
Nomor 500/PID.SUS/2019/PT MKS yang amar putusannya menerima banding 
dari penuntut umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju 
Tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN. Mam. Selain itu, majelis 
hakim membuat keputusan sendiri yang salah satu putusannya yaitu menyatakan 
terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“membantu melakukan tindak pidana pencucian uang”. 
Kedua belah pihak tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi 
Makassar tersebut dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dimana 
akhirnya majelis hakim mengeluarkan putusan Nomor 636K/Pid.Sus/2020 pada 
tanggal 4 Mei 2020 yang berkekuatan hukum tetap dengan amar putusannya 
yaitu menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 
I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tersebut, menolak 
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, dan 
membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat 
kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah). 
Berdasarkan uraian diatas dan amar putusan pengadilan baik dari tingkat 
pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi di Mahkamah Agung, terdapat 
hal yang menarik bagi penulis dimana terdapat perbedaan pandangan antara 
majelis hakim di Pengadilan Negeri Mamuju dan Pengadilan Tinggi Makassar 
dalam memutus perkara tersebut. Hal ini berkaitan dengan asas Ne Bis In Idem 
yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim pada Pengadilan Negeri, yang 
kemudian digugurkan amar putusannya pada tingkat yang lebih tinggi yaitu di 
Pengadilan Tinggi Makassar. Hal inilah yang membuat penulis termotivasi 
untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pertimbangan hukum majelis 
hakim Pengadilan Tinggi Makassar terhadap penuntutan tidak dapat diterima 
(Ne Bis In Idem) pada perkara tindak pidana narkotika dalam perspektif tindak 
pidana pencucian uang (TPPU). 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yakni : 
Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar 
terhadap penuntutan tidak dapat diterima (Ne Bis In Idem) pada perkara tindak 
pidana narkotika dalam perspektif tindak pidana pencucian uang (TPPU)? 
 
C. Metode Penelitian  
Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif1 
dengan menggunakan pendekatan kasus2. Objek Penelitian adalah putusan 
pengadilan, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 636K/Pid.Sus/2020 tanggal 
4 Mei 2020. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum 
primer (putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal dan 
 
1 Soekanto, S. & Mamudji, S., Penelitian hukum normative, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 14. 




laporan hasil penelitian) melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang 
terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara 
deskriptif agar menjawab permasalahan dalam tulisan ini.  
 
D. Tinjauan Pustaka 
1. Pertimbangan Hukum Hakim 
Pertimbangan hukum hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari 
suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan 
delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut 
relevan terhadap amar/diktum putusan hakim3. Pertimbangan hukum dari 
hakim atau ratio decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh 
hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus 
perkara.4 
Menurut Rusli Muhammad, ada dua macam pertimbangan hakim 
dalam memutus suatu perkara, yaitu:5 
a. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan 
pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh 
Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam 
putusan. Hal-hal tersebut antara lain: dakwaan penuntut umum, keterangan 
terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan 
hukum pidana. 
b. Pertimbangan Non-Yuridis 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis 
adalah sebagai berikut: latar belakang terdakwa, akibat perbuatan 
terdakwa, kondisi diri terdakwa, agama terdakwa. 
 
2. Asas Ne Bis In Idem 
Hak menuntut yang dimiliki oleh penuntut umum dapat menjadi 
gugur pada suatu keadaan tertentu. Asas Ne Bis In Idem muncul sebagai 
alasan gugurnya hak menuntut bagi penuntut, yaitu penuntutan tidak dapat 
dilakukan apabila suatu perbuatan yang akan dituntut telah mendapat 
kekuatan hukum tetap. Di dalam literatur Anglo Saxon, asas Ne Bis In Idem 
diterjemahkan menjadi “no one could be put twice in jeopardy for the same 
offer” seseorang tidak dapat dibahayakan untuk kedua kalinya6. 
Menurut I Wayan Parthiana, asas Ne Bis In Idem adalah bahwa orang 
yang sudah diadili dan atau dijatuhi hukuman yang sudah memiliki kekuatan 
yang mengikat yang pasti oleh badan peradilan yang berwenang atas suatu 
kejahatan atau tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, tidak boleh 
 
3 Mulyadi, L,  Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan, (Bandung: 
Mandar Maju. 2007), hlm. 193. 
4 Ranuhandoko, I.P.M., Terminologi Hukum Inggris – Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 
475. 
5 Muhammad, Rusli, Hukum Acara Pidana kontemporer, (Jakarta: Citra Aditya, 2007), hlm 212-220. 
6 Rizqi, K.P.M. “Upaya Hukum yang Dapat Dimohonkan Terhadap Putusan Perkara Pidana yang Ne 




diadili dan atau dijatuhi putusan untuk kedua kalinya atau lebih, atas 
kejahatan atau tindak pidana tersebut7. 
Menurut Alfitra seseorang dapat bebas dari penuntutan untuk kedua 
kali berdasarkan asas Ne Bis In Idem (Pasal 76 KUHP) apabila memenuhi 
persyaratan, yang pertama adanya keputusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap terhadap tindak pidana yang sama. 
yaitu, putusan yang berkekuatan hukum tetap itu dijatuhkan terhadap orang 
yang sama dengan orang yang dituntut untuk kedua kalinya; Tindak pidana 
yang dilakukan dengan tersangka/terdakwa yang sama.8 
 
3. Tindak Pidana Narkotika 
Narkotika sebenarnya adalah zat yang sangat dibutuhkan dalam dunia 
medis. Biasanya digunakan sebagai sediaan farmasi dalam dunia pengobatan, 
sehingga ketersediaanya perlu dijamin. Akan tetapi selain mempunyai 
manfaat, narkotika juga mempunya efek negatif karena dapat menimbulkan 
ketergantungan apabila disalahgunakan. Efek negatif tersebut dapat 
mengakibatkan gangguan fisik, mental bahkan kematian bagi penggunanya 
serta juga dapat menggangu ketertiban dalam hidup bermasyarakat yang pada 
akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena itu, narkotika harus 
diawasi dengan baik dan ketat penggunaanya dalam dunia medis. 
Sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk mengawasi penggunaan 
narkotika Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU Nomor 35 Tahun 
2009 tentang narkotika. Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 35/2009, narkotika 
adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik 
sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau 
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan 
rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.9 Akibat dari efek 
ketergantungan dari narkotika inilah yang dimanfaatkan segelintir orang 
untuk terlibat dalam peredaran dan perdagangan gelap  narkotika kemudian 
menjualnya kepada para pemakai narkotika (pecandu narkotika). Tindakan 
tersebut tentu perbuatan yang tidak diperbolehkan dan melawan hukum 
sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika. 
 
4. Tindak pidana pencucian uang 
Di Indonesia, tindak pidana pencucian uang telah dikriminalisasi sejak 
tahun 2002, yakni sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 17 April 2002. Undang-
undang ini sempat dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang tanggal 13 Oktober 2003, dan saat ini telah diganti 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
 
7 Parthiana, I. W., Hukum Pidana International, (Bandung: Yrama Widya, 2006), Hlm. 65. 
8  Alfitra, Alfitra, Hapusnya Hak dan Menuntut Menjalankan Pidana, (Raih Asia Sukses 2012), Hlm. 
136. 




Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) tanggal 22 
Oktober 201010.  
Pengertian tindak pidana pencucian uang (TPPU) menurut UU No. 8 
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang dalam pasal 1 ayat 1 adalah segala perbuatan yang 
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam 
Undang-undang ini.11 Dimana Tindakan-tindakan yang termasuk dalam 
pencucian uang selanjutnya dijelaskan secara rinci dalam pasal 3, 4 dan 5 
ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 3: “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, 
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke 
luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat 
berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau 
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan 
asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang 
dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling 
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” 
Pasal 4: “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, 
sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang 
sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 
merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara 
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” 
Pasal 5: “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, 
pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau 
menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 
merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda 
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”12 
Tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagai suatu kejahatan punya 
ciri khas tersendiri dibanding kejahatan lain yaitu prinsip kejahatan ganda 
(double criminality), atau juga disebut kejahatan lanjutan (follow up crime), 
artinya kejahatan ini mengharuskan adanya tindak pidana asal (predicate 
crime) yang menghasilkan uang yang kemudian hasilnya dilakukan proses 
pencucian (laundering).13 Dalam UU No. 8 Tahun 2010 terdapat tidak kurang 
dari 26 (dua puluh enam) macam yang menjadi predicate crimes. Adapun 
tindak pidana tersebut antara lain adalah korupsi, penyuapan, narkotika, 
 
10 Haris, B. S. “Penguatan alat bukti tindak pidana pencucian uang dalam perkara tindak pidana 
korupsi di Indonesia.”Jurnal Integritas, 2 (1) (Agustus 2016): 91-122. 
11 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
Pasal 1 ayat (1). 
12 Ibid, Pasal 3, 4, dan 5 





psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, di bidang 
perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, 
cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, 
pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di 
bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di 
bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan 
pidana 4 (empat) tahun atau lebih.14 
 
E. Hasil Dan Pembahasan 
1. Kasus Posisi 
Alasan putusan Mahkamah Agung dalam putusan nomor 
636K/Pid.Sus/2020 tanggal 4 Mei 2020 yang menolak permohonan kasasi 
II/terdakwa terhadap putusan majelis hakim pada tingkat sebelumnya yaitu 
Pengadilan Tinggi Makassar karena alasan kasasi terdakwa tidak dapat 
dibenarkan karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menyatakan 
terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “Membantu melakukan tindak pidana pencucian uang”, tidak salah 
dalam menerapkan hukum. Judex Facti telah mengadili terdakwa dalam 
perkara a quo sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui 
wewenangnya. 
Pencucian uang atau yang dikenal money laundering adalah salah satu 
tindakan yang memanfaatkan perkembangan IPTEK yaitu memanfaatkan 
jasa sistem keuangan. Pencucian uang (money laundering) adalah upaya 
untuk menyembunyikan asal usul dana yang diperoleh dari tindak pidana 
(kejahatan) melalui berbagai transaksi, biasanya melalui perbankan, dengan 
tujuan agar aparat penegak hukum sulit menulusuri harta tersebut, sehingga 
terkesan dana tersebut merupakan dana yang legal.15 Pencucian uang 
merupakan suatu aspek perbuatan kriminal karena sifat kriminalitasnya 
adalah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang 
sifatnya gelap, haram dan kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian 
dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, 
mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai 
langkah untuk menghilangkan dari dana kotor tersebut.16 
Aturan hukum yang merupakan sebagai upaya pemerintah Indonesia 
untuk mencegah dan memberantas tindak kejahatan pencucian uang 
dituangkan dalam Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang 
merupakan penyempurnaan dari aturan sebelumnya yaitu UU No 15 Tahun 
 
14 Sutedi, Adrian, Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang, (Bandung: 
Alfabeta 2013), hlm. 9-10. 
15 Wibawa, I. (2017, Desember). “Cyber Money Laundering (Salah satu bentuk White Collar Crime  
abad 21).” Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, YUDISIA, Vol. 8 No. 2 (Desember 2017): 
241-254. 
16 Hutahaean, O. H. B., & Pujiyono, S. “Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (Bnn) dalam 





2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU No. 25 Tahun 2003 
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002. UU No. 8 
Tahun 2010 ini tentunya memiliki arti yang sangat penting bagi negara 
Indonesia dalam mengkriminalisasi tindakan kejahatan pencucian uang yang 
tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem 
keuangan, akan tetapi juga sangat membahayakan dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. 
Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 pasal 2 ayat (1) huruf (c), salah 
satu tindakan pidana yang bisa menjadi tindak pidana asal dalam memperoleh 
harta kekayaan yang digunakan dalam tindakan kejahatan pencucian uang 
berasal dari tindak pidana narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang 
bersifat ilmiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek 
penurunan kesadaran, halusinasi serta daya rangsang.17  
Dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK), putusan pengadilan terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) 
yang berasal dari tindak pidana asal narkotika menempati peringkat teratas 
dari jumlah kumulatif putusan pengadilan TPPU menurut dugaan tindak 
pidana asal.  Dengan jumlah kumulatif dari tahun 2005 sampai dengan Juli 
2021 sebanyak 168 kasus atau sebesar 27 persen dari total semua putusan 
pengadilan TPPU yang berasal dari semua tindak pidana asal18. 
Salah satunya adalah kasus TPPU yang dilakukan oleh Andi Arhan R, 
Ap alias Aan bin Abd. Rahim (terdakwa) yang telah diputus berkekuatan 
hukum tetap (inkracht) oleh Mahkamah Agung pada tanggal 4 Mei 2020 
dengan putusan Nomor: 636/K/Pid.Sus/2020. Terdakwa telah didakwa oleh 
penuntut umum pada Pengadilan Negeri Mamuju, melakukan Tindak Pidana 
Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 8 
Tahun 2010 karena diduga terdakwa telah menyembunyikan atau 
menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh sebagai hasil dari tindak pidana 
sebelumnya, namun pada perkara sebelumnya, terdakwa telah diputus 
bersalah melakukan tindak pidana narkotika dalam perkara Nomor 
42/Pid.Sus/2017/PN. Mam, dan oleh karena itu terdakwa dihukum 
pemidanaan penjara selama 5 (lima) tahun, dimana putusan tersebut telah 
berkekuatan hukum tetap.  
Penasehat hukum terdakwa melakukan upaya pembelaan yang pada 
pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak 
pidana sehingga terdakwa harus dibebaskan dan juga menyatakan bahwa 
perkara terdakwa Ne Bis In Idem. Hal ini berdasarkan karena terdakwa telah 
diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 
42/Pid.sus/2017/PN.Mam pada tanggal 5 juni 2017 dalam tindak pidana 
narkotika yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga terdakwa harus 
dilepaskan dari segala tuntutan hukum. 
 
17 https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/,    diakses     tanggal     3 
Oktober 2021. 
18 https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/147/buletin-statistik-apuppt-vol-137---juli-2021.html,    




Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Mamuju melalui putusan 
nomor 12/Pid.Sus/2019/PN.Mam memutuskan bahwa surat dakwaan 
penuntut umum Ne Bis In Idem, tuntutan penuntut umum tidak dapat 
diterima, dan membebankan biaya perkara kepada negara. Tidak merasa puas 
dengan putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama, penuntut umum 
melakukan upaya hukum dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi 
Makassar. Dalam putusannya majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar 
membuat putusan yang berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri tingkat 
pertama dan mengeluarkan putusan Nomor 500/PID.SUS/2019/PT MKS 
yang amar putusannya menerima banding dari penuntut umum dan 
membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Tanggal 1 Agustus 2019 
Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN. Mam.  
Selain itu, majelis hakim membuat keputusan sendiri dengan 
memutuskan menyatakan terdakwa Andi Arhan R.Ap alias Aan Bin Abd. 
Rahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“ membantu melakukan tindak pidana pencucian uang”, menjatuhkan Pidana 
terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda 
sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidar 3(tiga) bulan 
penjara, memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil KIA ALL 
NEW PICANTO A/T dengan nomor rangka KNABX512MDT541166 
Nomor Mesin G4LADPPO33235 warna hitam dan 1 (satu) lembar kwitansi 
pinjaman dengan jaminan 1 (satu) unit mobil dengan jumlah pinjaman 
sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani 
oleh M. Yumran dirampas untuk negara, dan membebankan kepada terdakwa 
untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000; (lima ribu rupiah). 
Kedua belah pihak tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi 
Makassar tersebut dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dimana 
akhirnya majelis hakim mengeluarkan putusan Nomor 636K/Pid.Sus/2020 
pada tanggal 4 Mei 2020 yang berkekuatan hukum tetap dengan amar 
putusannya yaitu menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari 
Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tersebut, 
menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ANDI 
ARHAN R, Ap Alias AAN Bin ABD. RAHIM tersebut, dan membebankan 
kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar 
Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah). 
2. Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar 
terhadap penuntutan tidak dapat diterima (Ne Bis In Idem) pada 
perkara tindak pidana narkotika dalam perspektif tindak pidana 
pencucian uang (TPPU) 
Perkara tindak pidana pencucian uang yang didakwa terhadap 
terdakwa tersebut karena adanya tindak pidana sebelumnya yang telah 
dilakukan oleh terdakwa yakni tindak pidana Narkotika, maka tindak pidana 
pencucian uang bukan merupakan tindak pidana pokok, meskipun terdapat 
beragam pendapat tentang apakah tindak pidana pencucian uang dapat 




tindak pidana pencucian uang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
tindak pidana asal/tindak pidana pokok. 
Sehubungan dengan hal itu, dengan berdasar pada Pasal 76 ayat (1) 
KUHP yang pada pokoknya menyatakan “seseorang tidak boleh dituntut dua 
kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum 
tetap”, maka melekat asas Ne Bis In Idem; dan tentang asas Ne Bis In Idem 
mengandung syarat jika putusan yang telah dijatuhkan telah berkekuatan 
hukum tetap, orang yang dijatuhi putusan adalah orang yang sama, serta 
perbuatan yang dilakukan adalah sama. Dasar pemikiran terhadap penjatuhan 
asas Ne Bis In Idem, tidak semata-mata untuk menjaga martabat dan 
kewibawaan hukum, tetapi juga untuk memberikan keadilan dan kepastian 
hukum bagi terdakwa yang telah dihukum sebelumnya. 
Terhadap putusan Ne Bis In Idem dari Pengadilan Negeri tersebut 
penuntut umum telah mengajukan memori Bandingnya yang pada pokoknya 
berisi keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Mamuju yang menjatuhkan 
hukuman terhadap terdakwa tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh 
dan berkembang di masyarakat, putusan yang dijatuhkan majelis hakim 
Pengadilan Negeri Mamuju adalah Ne Bis In Idem sesuai dengan pasal 76 
ayat (1) KUHPidana, dan kemudian penuntut umum melakukan penuntutan 
terhadap terdakwa dalam dakwaan subsidair, yang menurut penuntut umum, 
putusan hakim tidak sesuai, karena tuntutan penuntut umum adalah 1 (satu) 
tahun penjara terhadap terdakwa yang melanggar Pasal 5 UU. RI. No. 8 
Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 10 UU. RI. 
No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam hal ini 
seharusnya majelis hakim mengingat dan mempertimbangkan hal-hal sebagai 
berikut :  
a. Putusan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Mamuju tidak 
sesuai dengan rasa keadilan. 
b. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan 
dalam hal memberantas tindak pidana pencucian uang. 
c. Bahwa hukuman terdakwa adalah Ne Bis In Idem yang dijatuhkan majelis 
hakim dan tidak menggambarkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi 
masyarakat dalam hal memberantas tindak pidana pencucian uang di 
Provinsi Sulawesi Barat dan akan menjadi preseden buruk bagi pelaku-
pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang lainnya. 
Dalam pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri nomor 
12/Pid.Sus/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang menyatakan perkara terdakwa 
adalah Ne Bis In Idem dalam hal ini penuntut umum tidak sependapat 
terhadap pertimbangan putusan tersebut karena terdakwa diajukan ke 
persidangan dengan perkara dalam dakwaan yang berbeda, yang awalnya 
terdakwa diajukan dalam perkara pokoknya adalah tindak pidana narkotika 
yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Mamuju nomor : 
42/Pid.Sus/2017/PN.Mam tanggal 5 Juni 2017 dengan hukuman pemidanaan 
penjara selama 5 (lima) tahun dan dakwaan yang sekarang diajukan adalah 




dari hasil tindak pidana narkotikanya sehingga surat dakwaan yang penuntut 
umum ajukan adalah surat dakwaan yang berbeda dan bukan surat dakwaan 
yang sama sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tidak 
sama karena yang satunya perbuatan tindak pidana narkotika dan yang 
satunya lagi adalah perbuatan tindak pidana pencucian uang sehingga 
perbuatan terdakwa tidak bisa dikatakan Ne Bis In Idem sesuai dengan pasal 
76 ayat (1) KUHP. 
Hal ini menjadi menarik karena hakim dalam kancah peradilan 
sangatlah memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam 
melahirkan keputusan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, 
serta kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan 
dan keinginan masyarakat. Hakim sebagai pejabat yang memegang 
kekuasaan kehakiman yang melaksanakan proses peradilan termasuk 
peradilan perdata dan pidana mempunyai tanggung jawab yang besar 
terhadap putusannya dalam menangani suatu perkara. Hakim tidak hanya 
sebagai corong undang-undang namun diharapkan dapat menemukan nilai-
nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Putusan yang dihasilkan oleh hakim 
dalam mengadili suatu perkara diharapkan tidak menimbulkan permasalahan 
hukum yang baru. Faktanya dalam putusan hakim justru menciptakan 
masalah baru yang seharusnya menyelesaikan perkara yang diadilinya. 
Hakim, idealnya harus mampu melahirkan putusan yang mencerminkan 
kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan19. 
Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan telah 
melakukan tindak pidana Pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang namun 
terhadap dakwaan tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri telah 
menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan bahwa tuntutan penuntut 
umum tidak dapat diterima, karena dakwaan penuntut umum Ne Bis In Idem, 
oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan 
apakah benar dakwaan penuntut umum tersebut Ne Bis In Idem. 
Dalam hukum pidana nasional di Indonesia, asas Ne Bis In Idem ini 
dapat kita temui dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (“KUHPidana”) yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena 
perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. 
Adanya keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menjadi syarat 
asas Ne Bis In Idem tidak hanya keputusan hakim Indonesia, tetapi dapat juga 
keputusan hakim negara lain (hakim asing). Hal ini disebut dalam pasal 76 
ayat (2) KUHPidana dengan syarat putusan hakim asing tersebut harus 
berupa putusan yang berupa pembebasan, putusan yang berupa pelepasan 
dari tuntutan hukum, putusan berupa pemidanaan. 
Selain itu, dalam ranah hukum perdata, asas Ne Bis In Idem ini sesuai 
dengan ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
 
19 Butarbutar, E. N. dalam Susanto, Susanto. “Penafsiran Asas Manfaat tentang Asset Recovery 
Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Kajian Putusan Nomor 195 K/PDT/2018.” Jurnal Yudisial, 




(”KUHPerdata”), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif 
(menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh 
kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat Ne Bis In Idem. Oleh 
karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk 
kedua kalinya20. 
Terkait dengan pengujian undang-undang, dapat juga kita temui 
dalam Pasal 60 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 yaitu Perubahan atas UU No. 
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diterapkan pula asas Ne Bis In 
Idem yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam 
undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 
Pelaksanaan asas Ne Bis In Idem ini ditegaskan pula dalam Surat 
Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara 
yang Berkaitan dengan Asas Ne Bis In Idem. Dalam surat edaran tersebut 
Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para 
ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas Ne Bis In Idem dengan baik 
demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan 
yang berbeda. 
Ketentuan tentang Ne Bis In Idem yang diatur dalam pasal 76 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana yang mengandung syarat sebagai berikut: 
a. Ada putusan yang berkekuatan hukum tetap; 
b. Orang terhadap siapa putusan itu dijatuhkan adalah sama; 
c. Perbuatan (yang didakwa kedua kali) adalah sama dengan yang pernah 
diputus terdahulu. 
Dalam kasus ini, terhadap syarat pertama dan syarat kedua jelas telah 
terpenuhi karena perkara terdahulu yaitu perkara nomor 42/Pid.Sus/2017/PN 
Mam telah berkekuatan hukum tetap dan terdakwa (orangnya) antara perkara 
terdahulu dengan perkara sekarang adalah sama. Oleh karena itu yang masih 
perlu dipertimbangkan adalah apakah perbuatan yang didakwakan dalam 
perkara terdahulu sama dengan perbuatan yang didakwakan dalam perkara 
ini. 
Untuk menentukan apakah perbuatan dalam perkara terdahulu sama 
dengan perbuatan dalam perkara ini adalah harus diteliti apakah perbuatan 
dalam perkara terdahulu dengan perbuatan dalam perkara ini masing-masing 
bisa berdiri sendiri atau tidak. Azas Ne Bis In Idem adalah erat kaitannya 
dengan ajaran Concursus yaitu Concursus idealis dan Concursus realis, 
Concursus idealis adalah suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari 
satu aturan pidana21 atau dengan kata lain satu perbuatan melanggar dua atau 
lebih peraturan sedangkan Concursus realis adalah seseorang melakukan 
beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri22 atau dengan 
kata lain dua perbuatan atau lebih melanggar dua peraturan atau lebih. 
 
20 Harahap, Y. M., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, 
dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 42. 
21 Sriwidodo, Joko, Kajian Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Kepel Press, 2019), hlm.258. 




Bahwa menurut hukum terhadap Concursus idealis melekat azas Ne 
Bis In Idem namun terhadap Concursus realis tidak melekat azas Ne Bis In 
Idem. Jika dilihat dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata 
perbuatan terdakwa yang didakwakan dalam perkara terdahulu adalah 
terdakwa menerima Narkotika jenis sabu lalu menjualnya kembali kepada 
orang lain, sedangkan perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini adalah 
perbuatan terdakwa yang mentransfer uang masing-masing kepada rekening 
atas nama Ida Royani sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), kepada 
rekening atas nama Mustamin sejumlah Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) dan 
kepada rekening atas nama Nurhayati sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta 
rupiah) ; Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut jelas terlihat bahwa 
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam perkara terdahulu 
(tindak pidana Narkotika) dengan perbuatan yang didakwakan kepada 
terdakwa dalam perkara ini (pencucian uang) adalah tidak sama karena 
masing-masing bisa berdiri sendiri yang dalam ajaran Concursus termasuk 
Concursus realis sehingga tidak melekat azas Ne Bis In Idem. Jadi suatu 
perkara (dalam hal ini perkara TPPU) tidak dapat dikatakan sebagai ne bis 
in idem jika perkara sebelumnya belum pernah diperiksa, diadili dan telah 
diputus di pengadilan yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap (inkracht van gewijsde), dalam hal kasus ini, unsur-unsur Ne Bis In 
Idem tidak dapat terpenuhi sehingga perkara tersebut tidak dapat diaktakan 
sebagai suatu perkara yang Ne Bis In Idem, karena terhadap unsur tindak 
perbuatan, waktu (tempus delicti), dan tempat kejadian (locus delicti) 




Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar 
terhadap penuntutan tidak dapat diterima (Ne Bis In Idem) pada perkara 
tindak pidana narkotika dalam perspektif tindak pidana pencucian uang 
(TPPU) dalam kasus ini adalah bahwa perbuatan yang didakwakan kepada 
terdakwa dalam perkara terdahulu (tindak pidana Narkotika) dengan 
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam perkara ini (pencucian 
uang dalam hal ini mentransfer sejumlah uang hasil penjualan sabu) adalah 
tidak sama karena masing-masing bisa berdiri sendiri yang dalam ajaran 
Concursus termasuk Concursus realis sehingga tidak melekat azas Ne Bis In 
Idem. Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN 
Mamuju tanggal 1 Agustus 2019 yang dibatalkan dan kemudian diadili 
sendiri oleh Pengadilan Tinggi Makassar adalah sudah tepat. 
 
2. Saran 
Agar dalam memutus suatu perkara untuk menentukan apakah 
perbuatan dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan perbuatan 
dalam perkara asal melekat asas Ne Bis In Idem, majelis hakim perlu 




pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa itu telah memenuhi syarat-
syarat ketentuan tentang Ne Bis In Idem yang diatur dalam pasal 76 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana seperti hasil putusan dari majelis hakim 
Pengadilan Tinggi Makassar yang kemudian dipertegas dalam Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 636K/Pid.Sus/2020. 
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